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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR:149/PM.00.02/K.NT-13/08/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR:111/PM.00.02/K.NT-13/8/2022 TENTANG
TIM FASILITAS| PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam
melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi,
dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan
penetapan partai politik yang terintegrasi:

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor: 256/HK.01.01/K1/08/2022 tanggal 03 Agustus 2022 |
maka penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi, dan
penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut
dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Rote
Ndao tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim
Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten
Rote Ndao.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020- 2024:

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan.
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